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ABSTRAK 

 

Fenomena yang terjadi di Jaminan fidusia dan Rahn Tasjily pada 

pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kadang tidak 

mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku karena dengan berbagai 

alasan yang tidak pasti. fidusia sendiri di atur dalam Undang-undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Keputusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia sedangkan Rahn 

Tasjily yang di atur dalam Fatwa Dewan syariah Nasional No. 68/DSN-

MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjly.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : (1) Mengetahui proses eksekusi 

objek jaminan fidusia di Madina Syariah serta hambatan apa saja yang terjadi (2) 

Mengetahu proses eksekusi objek jaminan fidusia dalam perfektif Hukum Islam. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(field research) dengan menggunakan pendekatan normatiffe. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, pelaksanaan eksekusi objek jaminan 

sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 tentang jaminan dan Keputusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan 

fidusia dimana Bank Madina Syariah tidak langsung melakukan eksekusi pada 

debitur melakukan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama, jadi 

hak debitur tetap terjaga. Sedangkann bberdasarkan hukum islam, proses 

pengambilalihan hak atas jaminan (eksekusi) Rahn Tasjily, bahwa prosedur 

pengeksekusian Marhun (objek jaminan), apabila jatuh tempo. Murtahin harus 

memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya adapun proses eksekusi 

yang dilakukan oleh Bank Madina Syariah sudah berdasarkan fatwa Nomor : 

25/DSN-MUI/III/2002, dan fatwa Nomor : 92/DSN-MUI/IV/2014. Hukum positif 

dan hukum Islam yang menjadi rujukan normatif, sudah dipahami dan diterapkan 

dengan baik oleh pihak pembiayaan, sehingga menimbulkan keadilan dan 

kepastian hukum. 

 

Kata Kunci: Eksekusi, Jaminan Fidusia, Rahn Tasjily 
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ABSTRACT 

 

The phenomenon that occurs in fiduciary guarantees and Rahn Tasjily in 

executions carried out by financial institutions sometimes does not comply with 

applicable laws and regulations due to various uncertain reasons. Fiduciary itself 

is regulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and 

Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 concerning the 

Execution of Fiduciary Guarantees while Rahn Tasjily is regulated in Fatwa of the 

National Sharia Council No. 68/DSN-MUI/III/2008 regarding Rahn Tasjly. 

The purpose of this study is to: (1) Know the process of executing 

fiduciary guarantee objects in Madina Syariah and what obstacles occur (2) Know 

the process of executing fiduciary guarantee objects in Rahn Tasjily's perfection. 

The type of research used in this research is field research using a normative 

approach. Data collection techniques used are observation, documentation and 

interviews. 

Based on the results obtained, the execution of the collateral object is in 

accordance with Law Number 42 concerning guarantees and Constitutional Court 

Decision Number 18/PUU-XVII/2019 concerning the Execution of Fiduciary 

Guarantees where Bank Madiana Syariah does not directly execute the debtor by 

submitting a request for execution to religious court, so the debtor's rights are 

maintained. Whereas based on Islamic law, the process of taking over the right to 

guarantee (execution) Rahn Tasjily, that the procedure for executing Marhun 

(object of collateral), when it is due. Murtahin had to warn Rahin to pay off his 

debt immediately, while the execution process carried out by Bank Madina 

Syariah was based on fatwa Number: 25/DSN-MUI/III/2002, and fatwa Number: 

92/DSN-MUI/IV/2014. Positive law and Islamic law, which are normative 

references, have been well understood and implemented by financing parties, 

giving rise to justice and legal certainty. 

 

Keywords: Execution, Fiduciary Guarantee, Rahn Tasjily 
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan 

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan 

tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam 

skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama 

Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara 

garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:  

 

A. Konsep Tunggal 

 

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba’ B be ب

 Ta’ T te ث

 Ṡa Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J je ج

 Ḥa Ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha‘ Kh ka dan ha خ

 Dal D de د

 Żal Ż ze (dengan titik di atas) ذ

 Ra‘ R er ر 

 Zai Z zet ز 

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

  



 

ix 

Huruf Arab Nama Huruf Nama 

 Ṣad Ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Ḍad Ḍ de (dengan titik ض

dibawah) 

 Ṭa‘ Ṭ te (dengan titik ط

dibawah) 

 Ẓa‘ Ẓ zet (dengan titik ظ

dibawah) 

 Ain ̳ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G ge غ

 Fa’ F ef ف

 Qaf Q qi ق

 Kaf K ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن

 Waw W w و

٥ Ha’ H ha 

 Hamzah ̳ apostrof ء

 Ya’ Y ye ئ

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah 

 ditulis Muta’addidah متعددة 

 ditulis ’iddah عدة

 

C. Ta‘ Marbûţah di Akhir Kata  

1. Bila dimatikan ditulis h 

 ditulis ḥikmah حكمة

 ditulis ’illah علة



 

x 

(Ketentuan ini diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebgainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal asli) 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis h 

 ’ditulis Karāmah al-Auliyā لياء كرامةالاو

 

3. Bila ta’marbûţah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah 

ditulis t atau h.  

 

 ditulis Zakāh al-Fiţri الفطر  ةزكا

D. Vokal Pendek 

 Fathah ditulis A ـَ

 Kasrah ditulis I ـِ

 Dammah ditulis U ـُ

E. Vokal Panjang 

1 Fathah+alif 

 إستحسان 

Ditulis ā Istiḥsān 

2 Fathah+ya’mati 

 أنثى

Ditulis ā Unśā 

3 Kasrah+ya’mati 

 نى العلوا

Ditulis al-‘Ālwānī 

4 Ḍammah + wāwu mati 

 ومعل

Ditulis û ‘Ulûm 
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F. Vokal Rangkap 

 

 Ditulis ai Gairihim غيرهم 1

 Ditulis au Qaul قول 2

 

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

Aspostrof 

 

 Ditulis a’antum أأنتم

 Ditulis u’iddat أعدت 

شكرتم لإن  Ditulis la’in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif+Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 

 Ditulis Al-Qur’ān القرآن

 Ditulis al-Qiyās القاس

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunkan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

 

 Ditulis ar-Risālah السالة

 ’Ditulis an-Nisā النساء
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I. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) 

 

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangka Kalimat  

Kata-kata dalan rangkain kalimat ditulis menurut bunyi pengucapannya 

 

 Ditulis Ahl ar-Ra’yi رأيال أهل

السنة أهل  Ditulis Ahl as-Sunnah 

 
K. Pengecualian 

Sistem transliterasu tidak berlaku pada : 

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan 

sebagainya. 

2.  Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latinkan 

olehpenerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan 

sebagainya. 

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad 

Syukri Soleh dan sebagainya.  

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya 

Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Seiring dengan perkembangannya perekonomian di Indonesia saat ini, 

kebutuhan masyarakat juga ikut meningkat. Akan tetapi terkadang tidak 

diimbangi dengan pendapatan yang masyarakat peroleh saat bekerja di tambah 

dampak dari pandemik yang terjadi sekarang. Karena tuntutan jaman yang 

semakin konsumtif sehingga masyarakat tidak ragu untuk mengajukan suatu 

pembiayaan di Lembaga pembiayaan baik konvensional ataupun berbasis 

syariah. 

Jenis pembiayaan yang sering diajukan oleh masyarakat adalah 

pembiayaan jenis utang-piutang atau kredit yang biasanya pada pembiayaan 

tersebut juga disertai dengan adanya jaminan suatu barang.1 Kebanyakan 

masyarakat lebih suka mengajukan pembiayaan tersebut karena bisa memiliki 

barang yang di inginkan tanpa harus membayar secara kontan, tetapi dengan 

sistem pembayaran angsuran (kredit). 

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan 

dalam aktivitas bisnis dan peradangan secara stimulan telah memicu lahirnya 

Lembaga-lembaga keuangan yang memberikan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi 

 
1 Superno, “Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lemabaga Keuangan 

Syariah,” Journal of Syariah Ekonomic Law 1 (2018): 2. 
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masyarakat melalui sistem pembayaran angsuran (kredit).2 Kondisi ini juga 

menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat 

menarik keuntungan dengan membuka peluang bisnis dibidang pembiayaan, 

oleh karena itu hal ini pastilah sangat menguntungkan antara kedua belah 

pihak. 

Berkaitan dengan pembiayaan, maka tidak terlepas dari jaminan atas 

pembiayaan tersebut, jaminan memiliki beberapa macam salah satunya 

jaminan fidusia. Pada hukum perdata, jaminan kebendaan diatur dalam UU No. 

42 Tahun 1999. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwasanya Jaminan 

Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun 

yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak 

dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam 

penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, 

yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia 

terhadap kreditor lainnya.3 Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur 

maka dibuatkan akta oleh notaris dan didaftarkan ke kantor Pendaftaran 

Fidusia. Dari pendaftaran tersebut, kemudian kreditur akan memperoleh 

sertifikat, yang memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitur 

melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditur (Parate Eksekusi). 

 
2  “Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 

1992” (1998): 63. 

3 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” 

(1999): 2. 
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Apabila debitur atau penerima fidusia cedera janji atau tidak memenuhi 

prestasinya tepat pada waktunya kepada kreditur, walaupun mereka telah diberi 

somasi, maka hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya eksekusi jaminan 

fidusia.4 

Sedangkan dalam aturan hukum Islam, jaminan kebendaan dikategorikan 

dalam Rahn Tasjily. Hal tersebut juga telah diatur pada Fatwa Dewan Syariah 

Nasional No. 68/DSN-MUI/III2008 tentang Rahn Tasjily. Pada fatwa tersebut 

dijelaskan bahwa rahn tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, 

dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan 

(murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan 

tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi 

jaminan (rahin).5 

Bentuk jaminan kebendaan yang dimaksud dalam rahn tasjily mirip 

dengan pengertian fidusia yang diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang 

jaminan fidusia. Terdapat kesamaan dalam pengertian rahn tasjily dengan 

fidusia, terutama dalam hal penguasaan jaminan secara fisik tetap berada di 

tangan pemberi jaminan atau pemilik benda. Oleh karena itu, dapat dinyatakan 

bahwa fatwa DSN MUI tersebut dimaksudkan untuk memberi kepastian 

hukum tentang jaminan fidusia secara Syariah.6 

 
4 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 

hlm.9. 

5 DSN MUI, “Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III2008 Tentang Rahn Tasjily,” Fatwa 

DSN MUI tentang Rahn Tasjily, no. 51 (2008). 

6 Imron Rosyadi, Jaminan Kebendaan Bedasarkan Akad Syariah (Malang: Kencana, 

2017), hlm.157. 
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Dalam hal debitur (pemberi fidusia) cedera janji, maka kreditor 

(penerima fidusia) ini dapat dilangsungkan melaksanakan eksekusi. Ketentuan 

ini didasarkan pada Pasal 29 ayat 1(a) Undang-undang Jaminan Fidusia yang 

merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 15 Undang-undang Jaminan 

Fidusia yaitu berdasarkan pada title eksekutorial dalam Sertifikat fidusia yang 

dicantumkan kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa”. Irah-irah Inilah Yang memberikan titel eksekutorial yang menyejajarkan 

kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan. Eksekusi terhadap benda 

yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:  

1. Pelaksanaan title eksekutorial  

2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan 

penerima fidusia itu sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 

pelunasan piutang dari hasil penjualan.  

3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan 

pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh 

harga tinggi yang menguntungkan para pihak.  

Jadi prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia dapat dilakukan melalui lelang suatu lelang di muka umum dan 

dimungkinkan juga dilakukan penjualan di bawah tangan, asalkan hal tersebut 

disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia.7 

 
7 Gunawan Widjaja and Yani Ahamd, Jaminan Fidusia (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 

2000), hlm.52. 
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Parate eksekusi diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Jaminan 

Fidusia yang menyatakan bahwa “apabila debitur cidera janji, penerima fidusia 

mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jamian fidusia atas 

kekuasaannya sendiri”. Penjelasan pasal 15 ayat (3) juga menyatakan bahwa 

salah satu ciri jaminan fidusia adalah perlu adanya kemudahan eksekusi apabila 

debitor cidera janji yang mana lebih lanjut direalisasikan dengan keberadaan 

lembaga parate eksekusi. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari tujuan 

dibentuknya suatu lembaga jaminan kebendaan yang sifatnya memberikan 

kemudahan dan kedudukan didahulukan bagi kreditor dalam mendapatkan 

pelunasan hak tagihnya. 

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 

sebagai hasil dari uji materiil terhadap Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) 

UUJF mengenai eksekusi jaminan fidusia. Pertimbangan dan putusan yang 

dikeluarkan Mahkamah Konstitusi pada pokoknya adalah: 

1. Tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditor selaku penerima hak 

fidusia berpotensi menimbulkan adanya tindakan sewenang-wenang dan 

dilakukan dengan cara yang kurang “manusiawi”, baik berupa ancaman 

fisik maupun psikis yang sering dilakukan kreditor (atau kuasanya) terhadap 

debitur yang acapkali bahkan dengan mengabaikan hak-hak debitur.  

2. Dengan demikian frasa “kekuatan eksekutorial” dan “frasa sama dengan 

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap” dalam Pasal 15 ayat (2) 

UUJF dan penjelasannya mengikat secara hukum sepanjang diartikan 

“terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji 
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(wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek 

yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum 

dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan 

berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap.” 

3. Frasa “cidera janji” dalam Pasal 15 ayat (3) UUJF mengikat sepanjang 

diartikan “ adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor 

melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitur atau atas 

dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.  

Dengan demikian lembaga keuangan perlu mendapat perhatian serius 

sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam praktik 

kehidupan masyarakat dalam rangka pembangunan Indonesia khususnya 

dibidang hukum, karena perkembangan ekonomi dan khususnya dibidang 

hukum, karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti 

oleh perkembangan kebutuhan akan kredit.  

Berdasarkan hasil pra penelitian penulis, eksekusi objek jaminan fidusia 

di Bank Madina syariah Yogyakarta selama penulis melakukan magang selama 

2 minggu sering terjadi kesulitan dalam hal barang jaminan bergerak di pindah 

tangan kan, identitas barang jaminan diubah, debitur pindah alamat dan bahkan 

ada perlawanan dari debitur maupun sekelompok orang yang tidak menerima 

kenyataan bahwa barang jaminan tersebut akan diambil kembali oleh kreditor 

guna penyelesaian utang-utang debitur, karena sering terjadi kesulitan inilah 

sehingga menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi 
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dengan judul “EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM 

PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BANK MADINA SYARIAH 

YOGYAKARTA”  

skripsi ini juga akan menjelaskan tentang tinjau masing-masing terhadap 

hukum fidusia dan fatwa dewan syariah untuk mengetahui proses eksekusi 

objek jaminan fidusia di bank Madina Syariah Yogyakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran di atas dapat ditemukan permasalahan dalam 

penelitian ini, antara lain adalah berikut : 

1. Bagaimana proses eksekusi objek jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit 

macet di Bank Madina Syariah Yogyakarta (Hukum Fidusia) ? 

2. Bagaimana eksekusi objek jaminan fidusia di Bank Madina Syariah 

Yogyakarta menurut hukum islam (Fatwa DSN MUI) ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian Berdasarkan Rumusan masalah di atas, maka dapat 

disusun sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui bagaimana proses eksekusi objek jaminan fidusia 

dalam penyelesaian kredit macet di Bank Madina Syariah Yogyakarta 

b. Menjelaskan eksekusi objek jaminan fidusia di Bank Madina Syariah 

Yogyakarta dalam prefektif hukum islam . 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Teoretis 

Menambah pustakawan di bidang ilmu hukum khususnya Jaminan 

Fidusia dalam tinjauan Hukum Islam dan untuk perkembangan Finance 

syariah yang dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi 

penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya. 

b. Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan terori tambahan 

dan informasi khususnya pada pihak-pihak terkait dalam lembaga 

Finance Syariah sebagai eksekutor Jaminan Fidusia. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan dan melengkapi 

referensi yang belum ada. 

 

D. Telaah Pustaka 

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa 

penelitian sebelumnya yang masih berhubungan dengan tema yang diangkat 

diantaranya yaitu : 

Pertama, Penelitian Benny Krestian Heriwanto Yanto “Pelaksanaan 

Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Tittle Eksekutorial”. Hasil dari 

penelitian ini adalah hukum melalui instrumennya (Pasal 29 Undang-undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) telah memberikan kemudahan 

dalam beberapa alternatif penyelesaian kredit macet dengan jalan eksekusi, dan 

jaminan fidusia melalui tittle eksekutorial yang memuat the right to resposses 
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berdasarkan hukum ( Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia) telah memberikan wewenang kepada kreditur mengambil 

objek fidusia secara langsung baik dengan bantuan atau tidak dengan bantuan 

pihak yang berwenang, jika debitur tidak bersedia menyerahkan secara 

sukarela objek jaminan tersebut. Atas wewenang tersebut maka dapat diyakini 

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia telah 

memberikan kepastian atas terpenuhnya hak kreditur, sehingga keadilan 

substansial sebagai tujuan utama dapat secara optimal dapat di terwujud.8 

Kedua, Penelitian Dewa Ayu Suari dan Nugraha Sri Rahayu Gorda yang 

berjudul “Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia di Bank Rakyat 

Indonesia”. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengatasi permasalahan 

kredit macet di Bank Rakyat Indonesia mempunyai prosedur tersendiri, di 

mana prosedur tersebut merupakan upaya hukum preventif dan upaya hukum 

represif. Penyelesaian kredit macet di Bank Rakyat Indonesia jika terjadi 

wanprestasi dibuat dengan mekanisme yang sangat sederhana, namun akan 

memunculkan potensi konflik dan permasalahan hukum yang dapat merugikan 

pihak kreditur dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia, hak-haknya selaku 

kreditur tidak mendapat perlindungan hukum yang maksimal karena perjanjian 

fidusia hanya dibuat di bawah tangan dan tidak sesuai dengan Undang-undang 

 
8 Benny K Herawanto, “Pelaksaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Bedasarkan Tittel 

Eksekutorial,” Fakultas Hukum (2019). 
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Fidusia dan oleh karena itu segala ketentuan tentang eksekusi fidusia 

berdasarkan Undang-undang Fidusia tidak dapat diterapkan.9 

Ketiga, Penelitian Putri Ayu Syafitri yang berjudul “Penerapan Eksekusi 

Jaminan Fidusia Dalam Kredit Macet Berdasarkan Asas Droit De Suite Di 

Pegadaian Syariah Pemekesan”. Hasil dari penelitian ini adalah Bahwa 

penerapan Asas droit de suite di Pegadaian Syariah Pamekasan sudah sesuai 

dengan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, di mana 

apabila terjadi kredit macet yang dilakukan oleh debitur maka kreditor dapat 

melakukan eksekusi objek jaminan untuk melunasi hutang debitur. Kemudian 

hak milik objek tersebut berpindah kepada pihak ketiga serta dapat dikuasai 

manfaatnya secara keseluruhan. 

Dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia kreditor melihat dari 

permasalahan timbulnya kredit macet, jika terjadi karena perbuatan debitur di 

luar kesengajaan seperti usahanya yang bangkrut sehingga tidak mampu 

memenuhi kewajibannya, maka penyelesaiannya melalui non litegasi yaitu 

musyawarah atau mediasi. Namun jika terjadi akibat adanya perjanjian yang 

menyimpang dari hukum seperti penggelapan objek jaminan, maka kreditor 

melaporkan kasus tersebut ke pihak yang berwenang yaitu kepolisian lalu 

diserahkan ke pengadilan.10 

 
9 Dewa Ayu dan Nugraha Sri Rahayu Gorda, “Penyelesaian Kredit Macet Dengan 

Jaminan Fidusia Di Bank Rakyat Indonesia,” Jurnal Soumatera Law Review (2020). 

10 Putri Ayu Syafitri, “Penerapan Jaminan Fidusia Dalam Kredit Macet Bedasarkan Asas 

Droit De Suite Di Pegadaian Syariah Pemekasan” (UIN Syarif Hidayahtullah Jakarta, 2021). 
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Keempat, Penelitian yang berjudul “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia 

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”. Hasil dari 

penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi ini memang memberikan 

rasa keadilan bagi pemberi fidusia, namun sekaligus memberi dampak terhadap 

beban ekonomi bagi dunia usaha Indonesia, oleh karena mayoritas objek 

jaminan fidusia adalah benda-benda konsumtif dengan harga/nilai barang yang 

tidak besar, misal : kendaraan bermotor, di mana pembiayaannya dilakukan 

melalui lembaga-lembaga pembiayaan. Dengan kondisi demikian, disarankan 

agar perusahaan pembiayaan dapat lebih berhati-hati dalam memberikan 

fasilitas pinjman, khususnya yang pelunasan atas hutangnya dijamin dengan 

fidusia, anatara lain dengan lebih memperhatikan pemenuhan prinsip 5C 

(Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition), dan Prinsip 7P 

(Personality, Party, Purpose, Payment, Profitability dan Protecction). 

Eksekusi atau penarikan barang jaminan fidusia haruslah 

mempertimbangkan rasa moral, yang sebelumnya dilakukan dengan 

pendekatan terlebih dahulu, dengan menjelaskan kembali substansi pokok 

dalam perjanjian fidusia kepada debitur. Pada akhirnya pelaksanaan eksekusi 

jaminan fidusia sangat bergantung pada persoalan sosial-etis, yang menurut 

Aristoteles formulasinya bertumpu pada tiga sari hukum, yaitu : honeste vivre 

(hidup secara terhormat), Alterum non leadere (tidak mengganggu orang lain), 

Suum quique tribuere (memberi kepada tiap orang bagiannya).11 

 
11 James Ridwan Efferin, “Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkama Konsitusi 

Nomor 18/PUU-XVII/2019,” Jurnal Ilmu Hukum Universitas Airlangga (2020). 
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Kelima, Penelitian Febrizki Putri Aresy yang berjudul “Pelaksanaan 

Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi NO.18/PUU-

XVII/2019 Mengenai Jaminan Fidusia (Suatu Penelitian Pada BPR Berlian 

Banda Aceh)”. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan eksekusi jaminan 

fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat Berlian Kota Banda Aceh tidak sesuai 

dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 melainkan 

dilakukan berdasarkan Undang-undang Jaminan fidusia yaitu dengan menjual 

atas kekuasaan penerima fidusia melalui pelelangan umum dan penjualan 

dibawa tangan oleh pemberi jaminan fidusia, di mana hasil penjualan tersebut 

akan diberikan kepada penerima jaminan fidusia untuk melunasi pinjaman 

pemberi fidusia. 

Faktor-faktor yang menyebab eksekusi jaminan fidusia tidak 

dilaksanakan sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU-

XVII/201disebabkan terlalu lama waktu yang diperlukan untuk perkara di 

pengadilan dan perkara dikenakan biaya perkara.12 

Keenam, Penelitian Ahmad Wahyudi yang berjudul “Analisa Hukum 

Terhadap Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia (Berdasarkan 

Undang-undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)”. Hasil dari 

penelitian ini adalah sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial tanpa 

melalui proses peradilan, sehingga jika seseorang debitur melakukan 

wanprestasi kreditur bisa melakukan eksekusi benda yang menjadi objek 

 
12 R Febrizki Putri Arsey, “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan 

Mahkama Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Mengenai Jaminan Fidusia (Suatu Penelitian Pada 

BPR Banda Aceh)” (Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, 2021). 
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jaminan fidusia tanpa melalui proses peradilan. Jika adanya keberatan terdapat 

eksekusi benda objek jaminan fidusia atau objek jaminan fidusia sudah terlebih 

dahulu disita oleh orang lain atau sengaja dipindah tangan kan oleh debitur 

kepada pihak ketiga maka secara otomatis akan melahirkan sengketa (dispute) 

sehingga adanya proses peradilan dalam eksekusi benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia sangat memungkinkan. Jika salah satu pihak ada yang 

keberatan terhadap eksekusi yang dilakukan, langkah hukum yang perlu 

dilakukan adalah mengajukan keberatan ke pengadilan. Pasal 10 ayat (1) 

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

menyatakan “Pengadilan dilarang menolak memeriksa, mengadili dan menutus 

suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, 

melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”.13 

Ketujuh, Penelitian Dinda Laras Ayu Pratiwi yang berjudul “Efektivitas 

Kekuatan Ekekutorial Pada Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”. Hasil dari penelitian ini 

adalah pemaknaan baru yang ada pada Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) 

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan 

Fidusia) menggunakan landasan asas keadilan dan kepastian hukum guna 

mencapai kemanfaatan hukum yang dahulu belum mampu diwujudkan. 

 
13 Ahmad Wahyudi, “Analisa Hukum Terhadap Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan 

Fidusia (Bedasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia)” (UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014). 
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Pemaknaan ini yang kemudian mempengaruhi pelaksanaan eksekusi obyek 

jaminan fidusia yang dilakukan kreditur pada debitur yang cidera janji. 

Diketahui pula pelaksanaan Putusan pelaksanaan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Oleh karena belum terpenuhinya faktor 

kemasyarakatan tersebut, pemenuhan terhadap faktor kebudayaan pun ikut 

berpengaruh sebab faktor ini merupakan faktor yang berkaitan dengan alasan-

alasan masyarakat untuk tidak mengindahkan pemaknaan baru dua pasal yang 

dimaksudkan.14 

Kedelapan, Penelitian Sandara Kusumawati dan Abdullah Kelib yang 

berjudul “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Akad Murabahah Pada 

Perbankan Syariah”. Hasil dari penelitian ini adalah Jaminan atau agunan 

adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika 

peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dalam akad 

murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri, dan tujuan lainnya adalah hambatan-

hambatan dan solusinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode pendekatan vuridis empiris, di mana dalam menganalisis permasalahan 

dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer 

yang diperoleh di lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif 

analitis. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Pelaksanaan eksekusi 

 
14 Dinda Laras Ayu Pratiwi, “Efektivitas Kekuatan Eksekutorial Pada Sertifikat Jaminan 

Fidusia Pasca Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019” (UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2020). 
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objek jaminan fidusia dalam akad murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri 

yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi melalui Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Salatiga. Pengadilan Agama Salatiga menanggapi 

permohonan tersebut dengan menerbitkan surat peringatan kepada nasabah 

sebanyak 2 (dua) kali untuk diberikan kesempatan melakukan pelunasan 

pinjaman kepada bank. Apabila debitur tidak hadir, Ketua Pengadilan Agama 

mengeluarkan executorial beslag. Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama akan 

mengeluarkan penetapan sita eksekusi dan melaksanakan penjualan melalui 

lelang secara umum. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi 

objek jaminan akad murabahah yaitu sulitnya mencari pembeli objek jaminan 

dan hal tersebut diatasi dengan lebih mengoptimalkan pemasangan iklan 

penjualan objek jaminan. Adanya gugatan dari debitur dan hal tersebut diatasi 

dengan meneliti secara cermat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

akad murabahah 15 

Kesembilan, Penelitian Lia Mutiarasani yang berjudul, “Perjanjian 

Jaminan Fidusia Terhadap Parate Eksekusi Dan Perlindungan Hukum Bagi 

Kreditur Pada Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Usaha Menegah Kecil 

Dan Mikro Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Tunas Artha 

Mandiri Kantor Cang Sumedang”. Hasil dari penelitian ini adalah Jaminan 

Fidusia memiliki peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan 

pembiayaan di KSPPS TAM Sumedang. Tapi dengan semakin banyaknya 

 
15 Abdullah Kelib Sandra Kusumawati, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Akad 

Murabahah Pada Perbankan Syariah,” Hukum 12 (2019). 
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anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah disertai pengikatan jaminan 

fidusia, tidak setiap anggota pembiayaan mampu melaksanakan kewajiban 

pembayarannya sampai selesai. Di pertengahan, ada saja anggota pembiayaan 

yang melakukan wanprestasi atas dasar kelalaian sehingga mencederai 

perjanjian yang telah disepakati. Hal inilah yang sering menimbulkan kerugian 

bagi pihak KSPPS TAM Sumedang sampai berujung pada keharusan adanya 

tindakan sita jaminan fidusia tersebut.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami: 1). Langkah 

penanganan bagi anggota yang melakukan wanprestasi terkait jaminan fidusia 

terhadap parate eksekusi dan faktor penghambatnya, 2). perlindungan hukum 

bagi kreditur terkait sita jaminan fidusia terhadap parate eksekusi dan 3). 

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sita jaminan dalam suatu akad 

perjanjian. Penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran tentang akad 

murabahah, perjanjian, dan sita jaminan fidusia. Ketentuan yang termuat 

dalam klausul akad pembiayaan di KSPPS TAM Cabang Sumedang haruslah 

sesuai dengan berbagai regulasi yang berlaku. UUJF No. 42 Tahun 1999 

merupakan acuan utama yang berhubungan dengan jaminan fidusia, begitu pun 

ketentuan jaminan yang termuat dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IX/2000 

tentang Murabahah. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif 

dan studi kasus, yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan 

hukum pustaka yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah 

atau bahan atau norma-norma dalam hukum dengan mendeskripsikan suatu 

satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Penelitian 
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ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, 

wawancara, dan studi pustaka.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhambatnya pelaksanaan eksekusi 

jaminan fidusia dilatarbelakangi oleh lemahnya kekuatan hukum dari pihak 

lembaga dan adanya keterlibatan pihak ketiga sebagai sekutu anggota. Analisis 

perjanjian jaminan fidusia menunjukkan adanya klausul yang perlu diperbaiki 

dan dibenahi untuk meminimalisir faktor penghambat pelaksanaan sita jaminan 

fidusia. Perlindungan hukum bagi kreditur termuat dalam UUJF No. 42 Tahun 

1999. Sita jaminan fidusia diperbolehkan berdasarkan sisi kemaslahatan yang 

disebut maslahah al hajjiyat.16 

Kesepuluh, Penelitian Amggarian Andisetya yang berjudul “Sinkronisasi 

Fatwa DSN-MUI NO 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily Terhadap 

Pasal 5, Pasal 7, Dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia”. Hasil dari penelitiannya adalah Jenis utang dan mekanisme 

pengikatan jaminan dalam undang-undang jaminan fidusia kontradiktif di 

komparasi kan dengan ketentuan syariah, khususnya terhadap Fatwa Rahn 

Tasjily. Prinsip syariah menganulir utang yang dapat dihitung saat eksekusi, 

berupa utang bunga dan biaya lain-lain, sebagai utang yang dapat dibebani 

rahn. Hal ini disebabkan utang tersebut bersifat riba dan gharar (tidak jelas). 

 
16 Lia Mutiarasani, “Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Parate Eksekusi Dan 

Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Akad Murabahah Dalam Pembiyaan Usaha Menegah 

Kecil Dan Mikro Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiyaan Syariah Tunas Artha Mandiri 

Kantor Cang Sumedang” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018). 
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Kedua produk hukum tersebut harus diselaraskan dengan memasukkan 

penegasan jenis utang yang dapat dibebani rahn tasjily dan diwajibkan 

pengikatan rahn tasjily secara formal sebagaimana diterapkan dalam fidusia. 

Penerapan rahn tasjily pun harus dibatasi pada akad yang mengandung unsur 

utang-piutang, meliputi akad qardh dan akad al-bai’, yaitu murabahah 

bitsaman ‘ajil, salam, dan istishna’ pembayaran di muka serta istishna’ 

pembayaran tangguh. persyaratan jaminan selain kedua kelompok akad 

tersebut bisa diaplikasikan dengan akad kafalah. 

Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan suatu 

penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Letak perbedaan antara 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas adalah objek dari penelitian 

dan penulis menggambarkan bentuk eksekusi jaminan fidusia dalam 

penyelesaian kredit macet di bank Syariah dengan hukum Islam sebagai 

tinjauan. Dan penelitian ini penelitian lapangan (empiris) dengan pendekatan 

kualitatif. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teori adalah kerangka konseptual yang dijadikan penulisan sebagai 

pisau analisis untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian 

ini. Kerangka teori yang digunakan penyusun dalam penelitian sebagai berikut. 

1. Jaminan Fidusia 

Jaminan fidusia menurut Tan kamelo adalah pengalihan hak kepemilikan 

suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda dengan 
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hak kepemilikannya dialihkankah tetap dalam penguasaan pemilik benda. 

Di dalam Kitab Undang-undang Perdata pasal 1131 dinyatakan bahwa 

semua benda atau kekayaan seseorang menjadi jaminan untuk semua 

hutang-hutangnya, namun sering orang tidak puas dengan jaminan secara 

umum ini. Kemudian kreditur biasanya meminta supaya benda tertentu 

untuk digunakan sebagai jaminan atau tanggungan. 

Fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik pemiliknya (debitur 

dalam perjanjian pokok) berdasarkan perjanjian utang piutang kepada 

kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridise-

leverin dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai 

jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, 

tetapi bukan sebagai eigenar maupun sebagai bezitter, melainkan hanya 

sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur-eigenar.  

Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia dalam penelitian 

skripsi ini adalah jaminan yang digunakan untuk memberikan fasilitas 

pembiayaan yang bersifat konsumtif yang disepakati antara nasabah dan 

Bank Madina Syariah Yogyakarta. 

2. Murabahah 

Murabahah didefinisikan oleh para Fuqaha sebagai penjualan barang 

seharga biaya/ harga pokok (cost) barang tersebut ditambah mark-up atau 

margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa 

penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan 
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menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (cost) 

tersebut.  

Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah 

Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah 

penjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan 

pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.  

Sedangkan dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah 

paragraf 52 dijelaskan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang 

dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang 

disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam beberapa kitab fiqh, murabahah 

merupakan salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah. Jual beli ini 

berbeda dengan jual beli musawwamah (tawar menawar).  

Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga 

barang, harga asli penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan 

penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan musawwamah adalah 

transaksi yang terlaksana antara penjual dan pembeli dengan suatu harga 

tanpa melihat harga asli barang.  

Adapun yang dimaksud dengan Murabahah dalam penelitian skripsi 

ini adalah murabahah yang sebagai akad dalam pembiayaan untuk bank 

menyalurkan dananya yang sesuai dengan kesepakatan antara bank dan 

debitur. 
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3. Eksekusi 

Eksekusi adalah hal menjalankan putusan Pengadilan yang sudah 

berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan yang dieksekusi adalah 

putusan Pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak 

untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang 

memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak 

mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya 

paksa dari Pengadilan untuk melaksanakannya.17 

 Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari 

pelaksanaan tata tertib beracara yang terdapat dalam HIR/RBg. Peraturan 

sebagai pedoman tata cara melaksanakan putusan hakim/pengadilan diatur 

dalam HIR/RBg pada Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR/ Pasal 206 sampai 

Pasal 258 RBg.5 Istilah pelaksanaan putusan hakim/ putusan pengadilan 

berasal dari istilah “eksekusi”, yang diambil alih kedalam bahasa Indonesia 

dengan istilah “pelaksanaan putusan”. Dalam HIR/RBg pengertian eksekusi 

sama dengan pengertian menjalankan putusan (tenuitvoer legging van 

vonnissen). Istilah menjalankan putusan mempunyai arti melaksanakan isi 

putusan pengadilan. Sekarang ini istilah “pelaksanaan putusan” sepertinya 

sudah merupakan istilah umum, dan hampir semua pengguna menggunakan 

istilah “pelaksanaan putusan”18 

 
17 Abdul Manan, “Eksekusi Dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata” (2011). 

18 Djamanat Samosir, Hukum Acara Perdata (Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara 

Perdata) (Bandung: Nuansa Aulia, 2011). Hlm 24. 
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Eksekusi pada hakikatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban 

pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan 

Pengadilan tersebut. Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada 

Pengadilan yang memutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan 

tersebut secara paksa (execution force).19 

Pelaksanaan putusan (eksekusi) adalah suatu tindakan paksa dengan 

kekuatan umum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah 

untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Pengadilan/Hakim tidak cukup hanya menyelesaikan perkara dengan 

menjatuhkan putusan, melainkan juga putusan itu harus dapat dilaksanakan 

atau dijalankan, sehingga terealisasilah prestasi sebagai kewajiban pihak 

yang tercantum dalam putusan.20 

Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan 

guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, 

memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan, lebih lanjut 

dikemukakan ya bahwa pengertian eksekusi atau pelaksanaan putusan, 

mengandung arti, bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan 

putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan 

padanya dengan bantuan kekuatan hukum. Dengan kekuatan hukum ini 

dimaksudkan pada polisi, kalau perlu polisi militer (Angkatan bersenjata).21 

 
19Abdul  Manan, “Eksekusi Dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata.”(2011). 

20 Djamanat Samosir, Hukum Acara Perdata (Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara 

Perdata)(Bandung: Nuansa Aulia,2011) hlm 26. 

21 Subekti dan R. Tjitroseodibio, Kamus Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979).hlm 

123. 
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Adapun yang dimaksud dengan eksekusi dalam penelitian skripsi ini 

adalah upaya akhir dari bank dalam penyelesaian kredit macet yang 

dilakukan nasabah dengan adanya putusan pengadilan.  

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa dan 

konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. 

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis berarti 

penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak 

adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.22 

Agar mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian ini, maka 

peneliti menyajikan beberapa hal yang terkait sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

yuridis empiris adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula 

dengan penelitian lapangan, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang 

berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.23 Penelitian 

ini termasuk ke dalam penelitian yuridis empiris karena hendak mengetahui 

pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit 

macet di Bank Madina Syariah. 

 
22 Soerjono Soekarno, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 42. 

23 Bambang Wahyu, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Gra.fika, 2002), 

hlm. 15. 
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2. Sifat penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis. Yaitu 

mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum 

dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek 

penelitian.24 

3. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis- 

normatif, yaitu mengumpulkan data sekunder terlebih dahulu mengacu pada 

norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan 

putusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku menyangkut kebiasaan 

masyarakat. Kemudian, mencari dan mengumpulkan informasi terkait fakta-

fakta yang ditemukan di lapangan untuk menjawab permasalahan pada 

penelitian ini. 

4. Sumber Data  

Data merupakan satuan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab 

masalah penelitian. Data yang digunakan penulis terdiri dari data primer dan 

data sekunder.  

a. Data Primer 

a) Wawancara Bapak Julio Basuki Herlangga Sebagai Marketing Mikro 

di Bank Madiana Syariah 

 
24 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),hlm. 105. 
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b. Data Sekunder 

a) Undang-undang 1945 

b) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 

tentang Tatacara Pendaftaran Jaminan Fidusia 

d) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) 

e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang 

Eksekusi Jaminan Fidusia 

f) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/14/PBI/2011 Tentang Penilaian 

Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

g) Peraturan OJK RI Nomor 10/POJK.05/2019 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit 

Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan 

h) Surat Edaran OJK Nomor 37/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan 

Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

i) Fatwa dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 

tentang Murabahah 

j) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 

tentang Pembiayaan Yang disertai Rahn 

k) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 

tentang Rahn 

l) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/2008 tentang 

Rahn Tasjily 
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m) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 

tentang Penyelesaian piutang Murabahah Bagi  nasabah tidak 

Mampu Membayar. 

c. Data Tersier  

Data tersier adalah bahan yang berbeda di luar keilmuan hukum yang 

dapat digunakan dalam penelitian agar mendapat pengetahuan di luar 

ilmu hukum yang selanjutnya dapat digunakan untuk analisis sekaligus 

identifikasi permasalahan yang akan diteliti, misal : KBBI, Kamus 

hukum, berita, dll. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

a. Studi Lapangan 

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan dan 

memilih informan yang dianggap mengerti tentang apa yang diharapkan 

dan mengetahui secara keseluruhan tentang asas dan prosedur eksekusi 

jaminan.  

b. Studi Pustaka 

Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan melakukan kajian terhadap literator-literator yang berkaitan 

dengan penelitian. Disebut penelitian kepustakaan karena data-data yang 

diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari 

perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, 

majalah dan lain sebagainya.25 

 
25 Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan,” Jurnal Iqra 08 (2014): 68. 
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G. Sistematika Pembahasan  

Skripsi ini disusun secara sistematis dengan sistematika penyajian yang terbagi 

atas tiga bagian yang keseluruhannya tersusun dalam lima bab pembahasan, 

yaitu pendahuluan (BAB I), Isi (BAB II, III dan IV), dan penutup (BAB V).  

Bab Pertama ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. bab pertama ini 

menjadi acuan dasar untuk menulis bab-bab selanjutnya. 

Bab Kedua ini berisi penjelasan umum mengenai kerangka teori untuk 

pedoman analisis dalam penulisan. pada bab ini menjadi acuan penulis dalam 

menentukan hasil penelitian yang dilakukan  

Bab Ketiga peneliti menjelaskan mengenai Eksekusi Objek Jaminan 

Fidusia, gambaran umum Bank Madina Syariah Yogyakarta, yang menjadi 

objek penelitian untuk melihat isi proses eksekusi objek jaminan fidusia di 

Bank Madina Syariah serta dasar hukum yang digunakan, pada bab ini menjadi 

acuan peneliti dalam menentukan hasil penelitian yang dilakukan.  

Bab Keempat memaparkan data yang didalamnya berisikan hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, baik data primer maupun 

sekunder. Analisis data dari hasil penelitian yang telah diperoleh, meliputi 

proses eksekusi objek fidusia di Bank Madina syariah dalam Tinjauan Hukum 

Islam.  

Bab Kelima merupakan penutup, bab ini berisi kesimpulan dan hasil 

penelitian dari rangkaian pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang telah 
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disusun serta berisi kritik dan saran untuk pembahasan masalah dalam 

penelitian, setelah itu penulis melengkapi dengan daftar pustaka sebagai 

rujukan atau referensi dalam penulisan skripsi 
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A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Analisa data yang ditemukan selama penelitian mengenai 

eksekusi jaminan fidusia pada Bank Madina Syariah, maka menghasilkan 

beberapa kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Dari Uraian di atas dapat di ambil kesimpulan Bank Madina Syariah 

melakukan eksekusi objek jaminan fidusia sesuai dengan Undang-undang 

No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang terdapat pada Pasal 29 

sampai dengan Pasal 34 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-

XVII. Di mana Bank Madina Syariah melakukan eksekusi dengan adanya 

permohonan eksekusi kepada pengadilan agama, setelah adanya putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka pada dasarnya 

pemenuhan tersebut harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah secara 

sukarela. Permohonan eksekusi merupakan dasar bagi ketua pengadilan 

agama untuk melakukan peringan atau annmaning, setelah aanmaning 

dilakukan, ternyata pihak yang kalah tidak juga melakukan amar dari 

keputusan maka pengadilan melakukan sita eksekusi terhadap harta milik 

yang kalah berdasarkan permohonan dan pihak yang menang. Maka tahap 

selanjutnya adalah dikeluarkannya penetapan eksekusi yang berisi perintah 

ketua pengadilan agama kepada panitera dan juru sita untuk menjalankan 
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eksekusi setelah pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi berikut 

Acara eksekusi maka tahap selanjutnya lelang. 

2. Praktik eksekusi objek jaminan fidusia di Bank Madina Syariah yang 

berdasarkan dari Fatwa DSN-MUI sudah sesuai dengan hukum Islam yang 

ada. Dalam penelitian ini hukum Islam yang dimaksud adalah menurut 

Fatwa-fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan Rahn ataupun Rahn Tasjily. 

Pada Bank Madina Syariah Rahn Tasjily sebagai accessoir 

(pelengkap) dari akad pembiayaan yan ada di Bank Madina Syariah ini 

sudah sesuai dengan Fatwa MUI sedangkan untuk proses eksekusi yang 

dilakukan oleh Bank Madina Syariah adalah sudah didahului dengan surat 

peringatan sebanyak tiga kali dan melakukan permohonan eksekusi kepada 

pengadilan agama seperti yang dijelaskan dalam fatwa Nomor 25/DSN-

MUI/2002 tentang Rahn dan Fatwa 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang 

Pembiayaan Yang Disertai Rahn. di mana dalam fatwa -fatwa tersebut 

dijelaskan bahwa murtahin tidak diperbolehkan langsung melakukan 

eksekusi walaupun dia melewati proses pemeberian peringatan kepada rahin 

untuk memenuhi prestasinya. 

 

B. Saran  

Diperlukan suatu sosialisasi yang lebih mendalam dari pemerintah kepada 

masyarakat, terutama perusahaan pembiayaan, terkait Putusan MK Nomor 

18/PUU-XVII/2019. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya 

kesalahpahaman atas pemaknaan baru dua pasal yang dimohonkan para 
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Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, yakni Pasal 15 ayat (2) dan 15 ayat 

(3) UU Jaminan Fidusia sehingga terbentuknya kesadaran hukum. 

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 harus disertai mekanisme yang 

lebih efisien dan efektif sehingga dapat menguntungkan para pihak karena 

penyalur pembiayaan menemukan hambatan mengingat proses untuk 

mengeksekusi dan menjual benda yang merupakan jaminan fidusia, tidak 

semudah sebelum keluarnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. 
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